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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa atas
rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dapat menyusun Rancangan Akhir
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Anggaran tahun 2025 yang merupakan
rencana kerja tahunan. Perubahan Rencana Kerja (Renja adalah dokumen
perencanaan untuk periode pada triwulan III dan IV, yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Perubahan Rencana kerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan
dokumen perencanaan Pemerintah Kota Probolinggo. Dengan demikian
perubahan rencana kerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen
pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai
orientasi pada hasil yang diharapkan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga merupakan
dokumen dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 ini diharapkan dapat
memberikan arah institusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari
keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemerintah Kota

Probolinggo.

Probolinggo, Juni 2025
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
merupakan mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menegaskan
bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen
perencanaan pembangunan yang selaras dengan visi, misi, dan arah
kebijakan Kepala Daerah.

Salah satu instrumen penting dalam sistem perencanaan
pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah, yang disusun setiap tahun. Dokumen Renja memuat program,
kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan kebutuhan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Penyusunan Renja berpedoman pada dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah serta Rencana Pembangunan Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2025-2026, sehingga memastikan keterpaduan
antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan.

Namun dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dinamika
kebijakan, kondisi sosial-ekonomi, fiskal, dan prioritas pembangunan
kerap mengalami perubahan. Kebijakan dari pemerintah pusat maupun
provinsi juga dapat bergeser atau menetapkan program prioritas baru
yang perlu diakomodasi. Selain itu, terdapat kemungkinan munculnya
kebutuhan mendesak atau keadaan luar biasa yang memerlukan
respons cepat. Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah
wajib melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja yang sudah
ditetapkan melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan
Renja).

Kewajiban melakukan perubahan Renja diatur untuk
memastikan bahwa rencana tahunan perangkat daerah selalu
mutakhir, relevan, dan responsif terhadap perkembangan terbaru.
Perubahan Renja menjadi instrumen formal untuk menyesuaikan

target, indikator kinerja, lokasi, dan pendanaan kegiatan apabila
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terjadi pergeseran kebijakan, penyesuaian anggaran, atau kebutuhan
mendesak yang tidak terduga pada saat Renja awal ditetapkan.
Mekanisme perubahan Renja ini juga menjadi bagian dari sistem
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi,
sehingga perangkat daerah memiliki dasar legal dan teknis untuk
menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Sebagai dokumen resmi perencanaan tahunan yang bersifat
operasional, Perubahan Renja berfungsi untuk menjabarkan Rencana
Strategis Perangkat Daerah ke dalam program dan kegiatan yang lebih
terukur, realistis, dan sesuai dengan kondisi aktual. Dokumen ini
menjadi jembatan penting antara perencanaan perangkat daerah
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sekaligus
mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIJMD) dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dengan
demikian, penyusunan Perubahan Renja bukan hanya merupakan
pilihan kebijakan, melainkan suatu keharusan administratif dan
substantif untuk menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan efektivitas
penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan terbaru, yaitu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/S]
tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kedua regulasi
tersebut secara eksplisit mengamanatkan pemerintah daerah untuk
menyusun dokumen Perubahan Renja sebagai sarana legal dan teknis
dalam menyesuaikan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya
dengan perkembangan terbaru, baik dari sisi kebijakan prioritas

maupun kondisi keuangan daerah.
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Dengan demikian, penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas dan terukur
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, mendukung
pencapaian sasaran pembangunan daerah yang inklusif, responsif, dan

berkelanjutan.

Landasan Hukum

Dokumen Perubahan Renja ini merupakan Rencana Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Probolinggo yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan
Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan
sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman
dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun Anggaran
2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana diubah
dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5587),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
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Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun
2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi,
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi
Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2025-2026;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Perubahan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2025;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
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Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kota BAB I-6 Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Nomor 95);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Nomor 96);

Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026
(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 3);
Peraturan Wali Kota No. 7 Tahun 2023 Tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kota Probolinggo;

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 98 Tahun 2024 tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 35

Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di
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Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1.Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota

Probolinggo adalah sebagai berikut:

a) Sebagai dasar dalam penentuan dan penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang telah disepakati
selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses
penyusunan APBD;

b) Sebagai pedoman dan arahan bagi Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota
Probolinggo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
selama periode setelah perubahan disahkan dengan mengacu
pada RKPD Kota Probolinggo dan berpedoman pada Renstra
2019 - 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

c) Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat
program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota

Probolinggo.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota

Probolinggo adalah sebagai berikut:

a) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan
sub kegiatan tahun 2025;

b) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Perubahan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun
2025;

c) Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja

tahunan.
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1.4 Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tahun 2025 secara garis besar

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai
dengan Triwulan I Tahun 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun
2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB IV PENUTUP
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BAB 11

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan
Triwulan I Tahun 2025

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
terdiri dari satu sekretariat, empat bidang, satu Unit Pelaksana Teknis
dan tiga Unit Pelayanan Terpadu. Hasil Renja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
Tahun 2021 sampai dengan 2024 secara umum telah dilaksanakan
dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang
ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua
kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Capaian Kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 dapat

dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan

program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan

target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja sampai

dengan triwulan I belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini

dikarenakan belum dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan

tidak dapat memenuhi output yang diharapkan.

Reviu hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat

sebagai berikut:

1.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan
secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran
kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan kontribusi
dalam penurunan angka kemiskinan. Selain itu Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial dapat tergali dan didayagunakan secara

maksimal untuk mitra dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor terhambatnya pelaksanaan
program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan Perubahan
Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau
dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran

bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.
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Tabel di bawah ini mencantumkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil

Pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 Kota

Probolinggo dengan pokok-pokok materi yang tersaji antara lain:

a)

b)

c)

d)

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan;

10



Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

Perubahan Rencana Kerja Dinsos P3A Tahun 2025

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Perkiraan Realisasi

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target | Realisa Target dan Realisasi Target
Pemerintahan Daerah Program (Outcomes) / | Kinerja si Kinerja Program dan Program Capaian Target
dan Program/Kegiatan Kegiatan (Output) Capaian | Target Kegiatan Tahun Lalu dan Renstra Perangkat
(Tahun 2022 s.d 2024) | (Tahun 2022 s.d 2024) | Program | Kinerja Kegiata Daerah s/d Tahun
(Renstra | Hasil n (Renja berjalan
Perangk | Progra | Targe | Realisa | Tingkat | Perangk | Realisasi | Tingkat
at m dan t si Realisa at capaian | Realisasi
Daerah) | Keluar | (Tahu | (Tahun | si (%) | Daerah | program (%)
Tahun an n 2024) Tahun dan
2023 Kegiata | 2024) 2025) kegiatan
n s/d 2025
Tahun (s.d
2023 Triwulan
1)
_ 10=(kolo | 11=(kolo
1 2 3 4 5 6 7 . 9 m m 10/9 x
(7/6) (5+7+9) | 100)
1 URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR

11



Perubahan Rencana Kerja Dinsos P3A Tahun 2025

1.06.01.2.01. | Perencanaan, Persentase Capaian 100 100 100 100 100 100 40 40
Penganggaran, dan Kinerja Kegiatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Minimal 80%
1.06.01.2.01.0 | Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 5 5 5 5 100 5 2 40
001 Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat
Daerah Daerah
1.06.01.2.01.0 | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Capaian 4 4 4 4 100 4 2 50
006 Laporan Capaian Kinerja Kinerja dan Ikhtisar
dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.6.1.2.02. Administrasi Keuangan | Persentase Administrasi 100 100 100 100 100 100 25 25
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat
Daerah Sesuai
Ketentuan
1.06.01.2.02.0 | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 42 42 36 36 100 42 42 100
001 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
1.06.01.2.02.0 | Pelaksanaan Jumlah Dokumen 700 1103 0 0 0 700 150 21,43
003 Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD

Keuangan SKPD
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1.06.01.2.02.0 | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Keuangan 4 3 17 17 100 4 1 25
007 Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Bulanan/Triwulanan/Semes | Semesteran SKPD dan
teran SKPD Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semes
teran SKPD
1.06.01.2.03. | Administrasi Barang Persentase Administrasi 100 100 100 100 100 100 (1} (1}
Milik Daerah pada BMD Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan
1.06.01.2.03.0 | Penatausahaan Barang Jumlah Laporan 1 1 1 1 100 1 0 0
006 Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD
1.6.1.2.05. Administrasi Persentase Administrasi 100 100 0 (1] 0 100 16,67 16,67
Kepegawaian Perangkat | Kepegawaian PD Sesuai
Daerah Ketentuan
1.06.01.2.05.0 | Pengadaan Pakaian Dinas | Jumlah Paket Pakaian 0 0 0 0 0 60 0 0
2 Beserta Atribut Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya Kelengkapan
1.06.01.2.05.0 | Pendataan dan Pengolahan | Jumlah Dokumen 12 12 0 0 0 12 4 33,33
3 Administrasi Kepegawaian | Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian
1.6.1.2.06. Administrasi Umum Persentase Administrasi 100 100 100 100 100 100 25 25
Perangkat Daerah Umum PD Sesuai
Ketentuan
1.06.01.2.06.0 | Penyediaan Peralatan dan | Jumlah Paket Peralatan dan 4 4 4 4 100 4 1 25
002 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang

Disediakan
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1.06.01.2.06.0 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan 4 4 0 0 0 4 1 25
003 Rumah Tangga Rumah Tangga yang
Disediakan
1.06.01.2.06.0 | Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang 4 4 4 4 100 4 1 25
005 Cetakan dan Penggandaan | Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1.06.01.2.06.0 | Penyediaan Bahan Bacaan | Jumlah Dokumen Bahan 12 12 12 12 100 12 3 25
006 dan Peraturan Perundang- | Bacaan dan Peraturan
undangan Perundang-Undangan yang
Disediakan
1.06.01.2.06.0 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi 6 6 6 6 100 6 1 16,67
008 Kunjungan Tamu
1.06.01.2.06.0 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporann 24 24 24 24 100 24 6 25
009 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1.06.01.2.06.0 | Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 12 12 12 12 100 12 4 33,3
011 Sistem Pemerintahan Dukungan Pelaksanaan
Berbasis Elektronik pada Sistem Pemerintahan
SKPD Berbasis Elektronik pada
SKPD
1.06.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik | Presentase Pengadaan 100 100 100 100 100 100 50 50
Daerah Penunjang Barang Milik Daerah
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan yang
Daerah terpenuhi
1.06.01.2.07.0 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 0 0 5 5 N/A 5 5 100
005 disediakan
1.06.01.2.07.0 | Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan 7 7 7 7 100 5 0 0
006 Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang

Disediakan
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1.06.01.2.08. | Penyediaan Jasa Presentase 100 100 100 100 100 100 20 20
Penunjang Urusan Ketatalaksanaan Tepat
Pemerintahan Daerah Waktu
1.06.01.2.08.0 | Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan 4 4 4 4 100 4 1 25
001 Menyurat Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.06.01.2.08.0 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 12 12 12 100 11 4 36,36
002 Komunikasi, Sumber Daya | Penyediaan Jasa
Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan
1.06.01.2.08.0 | Penyediaan Jasa Peralatan | Jumlah Laporan 1 1 1 1 100 1 0 0
003 dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
1.06.01.2.08.0 | Penyediaan Jasa Pelayanan | Jumlah Laporan 12 12 12 12 100 12 4 33,33
004 Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan
1.06.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Persentase 100 100 100 100 100 100 25 25
Milik Daerah Penunjang | Pemeliharaan Barang
Urusan Pemerintah Milik Daerah Penunjang
Daerah Urusan Pemerintah
Daerah
1.06.01.2.09.0 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 1 1 1 1 100 1 1 100
001 Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau

Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
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1.06.01.2.09.0 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 29 29 26 26 100 29 5 17,24
002 Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan

Perizinan Kendaraan Dinas | dibayarkan Pajak dan

Operasional atau Lapangan | Perizinannya
1.06.01.2.09.0 | Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang 4 2 30 30 100 30 0 0
05 Dipelihara
1.06.01.2.09.0 | Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan 82 82 82 82 100 73 9 12,33
006 dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang

Dipelihara

1.06.01.2.09.0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 4 4 4 4 100 4 2 50
009 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang

Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

1.06.02.2.03. | Pengembangan Potensi | Persentase 80,00 80 80,00 | 80,00 100 80,00 (1} (1}
Sumber Kesejahteraan | Pengembangan Potensi
Sosial Daerah Sumber Kesejahteraan
Kabupaten/Kota Sosial Daerah
Kabupaten/ Kota
1.06.02.2.03.0 | Peningkatan Kemampuan Jumlah Orang Mendapat 29 29 29 29 100 29 0 0
001 Potensi Pekerja Sosial Peningkatan Kapasitas
Masyarakat Kewenangan Pekerja Sosial Masyarakat
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
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1.06.02.2.03.0 | Peningkatan Kemampuan Jumlah Tenaga 5 5 5 5 100 5 0 0
002 Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan

Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang

Kabupaten/Kota Meningkat Kapasitasnya

Kewenangan
Kabupaten/Kota

1.06.02.2.03.0 | Peningkatan Kemampuan Meningkatnya Kapasitas 0 0 0 0 0 10 0 0
003 Potensi Sumber Keluarga Kewenangan

Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota

Keluarga Kewenangan

Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.0 | Peningkatan Kemampuan Jumlah Lembaga 13 13 14 14 100 14 0 0
004 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang

Kesejahteraan Sosial Meningkat Kapasitasnya

Kelembagaan Masyarakat Kewenangan

Kewenangan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.0 | Peningkatan Kemampuan Jumlah Sertifikat yang dari 5 5 1 1 100 1 0 0
005 Sumber Daya Manusia dan | Hasil Peningkatan Sumber

Penguatan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)

Daya Manusia dan
Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga
(LK3) Kewenangan
Kabupaten/Kota
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1.06.04.2.01.

Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial

Persentase Penyandang
Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial
yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya

80,00

80,00

80,00

80,00

100
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80,00

4,58

573

1.06.04.2.01.0
001

Penyediaan Permakanan

Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pemenuhan
Kebutuhan Permakanan
Sesuai dengan Standar Gizi
Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota

146

140

99

99

100

100

50

50

1.06.04.2.01.0
002

Penyediaan Sandang

Jumlah Orang yang
Menerima Pakaian dan
Kelengkapan Lainnya yang
Tersedia dalam 1 Tahun
Kewenangan
Kabupaten/Kota

100

1.06.04.2.01.0
003

Penyediaan Alat Bantu

Jumlah Orang yang
Mendapatkan Alat Bantu
dan Alat Bantu Peraga
Sesuai kebutuhan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

25

28

10

60

20

1.06.04.2.01.0
004

Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga

Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pelayanan
Reunifikasi Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota

20
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1.06.04.2.01.0 | Pemberian Bimbingan Fisik, | Jumlah Peserta Bimbingan 50 50 100 100 0 0
005 Mental, Spriritual, dan Fisik, Mental, Spiritual dan
Sosial Sosial Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.0 | Pemberian Bimbingan Jumlah Peserta Bimbingan 0 0 0 100 0 0
006 Sosial kepada Keluarga Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta | Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis dan | Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.0 | Fasilitasi Pembuatan Nomor | Jumlah Orang yang 0 0 0 10 0 0
007 Induk Kependudukan, Akta | Terpenuhi Kebutuhan
Kelahiran, Surat Nikah, dan | Pembuatan Nomor Induk
Kartu Identitas Anak Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan
Kartu Identitas Anak bagi
Penyandang Disabilitas
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.0 | Pemberian Akses ke Jumlah Orang yang 5 5 100 50 0 0
008 Layanan Pendidikan dan Mendapatkan Akses ke
Kesehatan Dasar Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.0 | Pemberian Layanan Data Jumlah Orang yang 0 0 0 20 5 25
009 dan Pengaduan Mendapatkan Layanan
Data dan Pengaduan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
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1.06.04.2.01.0 | Pemberian Layanan Jumlah Orang yang 0 0 0 0 0 10 0 0
010 Kedaruratan Mendapatkan Pelayanan
Kedaruratan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.0 | Pemberian Pelayanan Jumlah Orang yang 0 0 0 0 0 20 0 0
011 Penelusuran Keluarga Mendapatkan Pelayanan
Penelusuran Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.0 | Pemberian Layanan Jumlah Orang 0 0 0 0 0 20 1 5
012 Rujukan Mendapatkan Layanan
Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02. | Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS 80,00 80 80,00 | 80,00 100 80 8,33 10,41
Penyandang Masalah lainnya Bukan Korban
Kesejahteraan Sosial HIV/AIDS dan NAPZA di
(PMKS) Lainnya Bukan | Luar Panti Sosial yang
Korban HIV/AIDS dan terpenuhi kebutuhan
NAPZA di Luar Panti dasarnya
Sosial
1.06.04.2.02.0 | Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang 80 80 300 300 100 17 75 441,18
003 Mendapatkan Pemenuhan
Kebutuhan Permakanan
Sesuai dengan Standar Gizi
Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.0 | Penyediaan Sandang Jumlah orang yang 100 100 100 100 100 75 50 66,67
004 Menerima pakaian dan

kelengkapan lainnya yang
Tersedia dalam 1 tahun
Kewenangan
Kabupaten/Kota
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1.06.04.2.02.0 | Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang 14 8 57,14 50 0 0
005 Mendapatkan Alat Bantu
dan Alat Bantu Peraga
sesuai Kebutuhan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.0 | Pemberian Bimbingan Fisik, | Jumlah Peserta Bimbingan 0 0 0 75 0 0
007 Mental, Spiritual, dan Sosial | Fisik, Mental, Spiritual dan
Sosial Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.0 | Pemberian Bimbingan Jumlah Peserta dalam 0 0 0 25 0 0
008 Sosial kepada Keluarga Pemberian Bimbingan
Penyandang Masalah Sosial kepada Keluarga
Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah
(PMKS) Lainnya Bukan Kesejahteraan Sosial
Korban HIV/AIDS dan (PMKS) Lainnya Bukan
NAPZA Korban HIV/AIDS dan
NAPZA Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.0 | Pemberian Akses ke Jumlah Orang yang 0 0 0 20 0 0
010 Layanan Pendidikan dan Mendapatkan Akses ke
Kesehatan Dasar Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.0 | Pemberian Pelayanan Jumlah orang yang 25 25 100 20 0 0
011 Penelusuran Keluarga mendapatkan pelayanan

penelusuran keluarga
kewenangan
Kabupaten/Kota
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1.06.04.2.02.0
012

Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga

Jumlah orang yang
mendapatkan pelayanan
reunifikasi keluarga
kewenangan
Kabupaten/Kota

20

20

100
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20

0

1.06.04.2.02.0
013

Pemberian Layanan
Rujukan

Jumlah orang yang
mendapatkan Layanan
rujukan keluarga
kewenangan
Kabupaten/Kota

20

20

100

20

Mendapatkan Bantuan
Sosial Kesejahteraan
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

1.06.05.2.02. | Pengelolaan Data Fakir | Persentase Data Fakir 80,00 80 | 80,00 80 100 80,00 22,88 28,6

Miskin Cakupan Daerah | Miskin yang sudah

Kabupaten/Kota diverifikasi dan validasi
1.06.05.2.02.0 | Pendataan Fakir Miskin Jumlah Fakir Miskin 800 5977 | 800 1804 225,5 800 549 68,63
001 Cakupan Daerah Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang

Didata

1.06.05.2.02.0 | Fasilitasi Bantuan Sosial Jumlah Keluarga Penerima 2330 1691 | 2200 6503 295,59 120 0 0
003 Kesejahteraan Keluarga Manfaat (KPM) yang

22



1.06.05.2.02.0
004

1.06.06.2.01

Fasilitasi Bantuan
Pengembangan Ekonomi
Masyarakat

Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam
dan Sosial
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang
Mendapatkan Bantuan
Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

Persentase Korban
Bencana Alam yang
mendapatkan
perlindungan

179

80,00

18,23
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22,79

1.06.06.2.01.0
001

Penyediaan Makanan

Jumlah Orang yang
Mendapatkan Permakanan
3x1 Hari dalam Masa
Tanggap Darurat
(Pengungsian)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

500,00

220

44

1.06.06.2.01.0
002

Penyediaan Sandang

Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pakaian dan
Kelengkapan Lainnya yang
Tersedia pada Masa
Tanggap Darurat
(Pengungsian) dan Pasca
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota

250,00

1.06.06.2.01.0
003

Penyediaan Tempat
Penampungan Pengungsi

Jumlah Tempat
Pengungsian Kewenangan
Kabupaten/Kota

1,00
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1.06.06.2.01.0 | Penanganan Khusus bagi Jumlah Orang yang 0 0 0 0 0 24,00 1 4,17
004 Kelompok Rentan Mendapatkan Penanganan
Khusus bagi Kelompok
Rentan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.06.2.01.0 | Pelayanan Dukungan Jumlah Korban Bencana 0 0 0 0 0 100,00 43 43
005 Psikososial yang Mendapatkan
Layanan Dukungan
Psikososial Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02. | Penyelenggaraan Persentase PSKS 80,00 80 80,00 80 100 80,00 30,22 37,78
Pemberdayaan (Potensi Sumber
Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Sosial)
Kesiapsiagaan Bencana | yang mendapatkan
Kabupaten/Kota fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat terhadap
Kesiapsiagaan Bencana
1.06.06.2.02.0 | Koordinasi, Sosialisasi dan | Jumlah Orang yang 225 134 130 130 100 225 68 30,22
002 Pelaksanaan Taruna Siaga | Melaksanakan Koordinasi,

Bencana

Sosialisasi dan Pelaksanaan
Taruna Siaga Bencana
Kewenangan
Kabupaten/Kota

1.06.07.2.01.

Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan
Nasional
Kabupaten/Kota

Persentase Sarana
Prasarana TMP dalam
kondisi baik

90,00

80

90,00

20

100

90,00

8,33

9,26
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1.06.07.2.01.0 | Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Dokumen Hasil 10 10 1 1 100 1 0 0
001 Prasarana Taman Makam Rehabilitasi serta
Pahlawan Nasional Pemeliharaan Sarana dan
Kabupaten/Kota Prasarana Taman Makam
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.0 | Pemeliharaan Taman Jumlah Makam yang 1 1 8 8 100 1 0 0
002 Makam Pahlawan Nasional | Terpenuhi Pemeliharannya
Kabupaten/Kota pada Taman Makam
Pahlawan Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.0 | Pengamanan Taman Jumlah Laporan Hasil 90 90 36 36 100 24 6 25
003 Makam Pahlawan Nasional | Pengamanan Taman
Kabupaten/Kota Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
2 URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK

BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
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2.08.02.2.01. | Pelembagaan Persentase program 55,00 52 | 55,00 52 94,55 55 62 112,73
Pengarusutamaan dan kegiatan
Gender (PUG) pada pemerintah daerah
Lembaga Pemerintah yang dilengkapi
Kewenangan dokumen ARG yang
Kabupaten/Kota berkualitas
2.08.02.2.01.0 | Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Dokumen Hasil 0 0 0 0 0 2 1 50
002 Pelaksanaan PUG Koordinasi dan Sinkronisasi
Kewenangan Pelaksanaan
Kabupaten/Kota Pengarustamaan Gender
(PUG) Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.02.2.01.0 | Advokasi Kebijakan dan Jumlah SDM yang 0 0 0 0 0 100 12 12
006 Pendampingan memperoleh advokasi
Pelaksanaan PUG termasuk | Kebijakan dan
PPRG Pendampingan
Penyelenggaraan PUG
2.08.02.2.02. | Pemberdayaan Presentase Peningkatan 6,00 6 6,00 6 100 6,00 0 0
Perempuan Bidang Peran Perempuan di
Politik, Hukum, Sosial, Bidang Politik, Hukum,
dan Ekonomi pada Sosial, ekonomi dan
Organisasi Organisasi
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02.0 | Sosialisasi Peningkatan Jumlah Dokumen Hasil 2 2 2 2 100 2 0 0
001 Partisipasi Perempuan di Sosialisasi Peningkatan

Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi

Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
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2.08.02.2.02.0
002

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Peningkatan
Partisipasi Perempuan dan
Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi

Jumlah Organisasi
Masyarakat yang Mendapat
Advokasi dan
Pendampingan Kebijakan
Peningkatan Partisipasi
Perempuan di Bidang
Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota

23

23

23

23

100
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23

0

0

2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan | Persentase Pencegahan 100 100 | 100 100 100 100 0 0
Terhadap Perempuan Kekerasan Terhadap
Lingkup Daerah Perempuan yang
Kabupaten/Kota dilaksanakan
2.08.03.2.01.0 | Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Dokumen Hasil 2 2 2 2 100 2 0 0
001 Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi dan Sinkronisasi
Program dan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan,
Pencegahan Kekerasan Program dan Kegiatan
Terhadap Perempuan Pencegahan Kekerasan
Lingkup Daerah Terhadap Perempuan
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02. | Penyediaan Layanan Persentase Pengaduan 100 100 | 100 100 100 100 47,92 47,92
Rujukan Lanjutan bagi bagi Perempuan Korban
Perempuan Korban Kekerasan yang
Kekerasan yang difasilitasi
Memerlukan Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
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2.08.03.2.02.0 | Penyediaan Layanan Jumlah Perempuan Korban 24 24 24 17 70,83 24 8 33,33
001 Pengaduan Masyarakat Kekerasan Tingkat
bagi Perempuan Korban Kabupaten/Kota yang
Kekerasan Kewenangan Mendapatkan Layanan
Kabupaten/Kota Pengaduan
2.08.03.2.02.0 | Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Layanan Tindak 40 40 25 26 104 25 15 60
002 Pelaksanaan Penyediaan Lanjut Pengaduan yang
Layanan Rujukan Lanjutan | Memerlukan Koordinasi dan
bagi Perempuan Korban Sinkronisasi bagi
Kekerasan Kewenangan Perempuan Korban
Kabupaten/Kota Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03. | Penguatan dan Persentase Lembaga 100 1| 100 100 100 100 0 0
Pengembangan Penyedia Layanan
Lembaga Penyedia Perlindungan
Layanan Perlindungan Perempuan yang
Perempuan Tingkat mendapatkan fasilitasi
Daerah Kabupaten/Kota | pengembangan
kapasitas kelembagaan
2.08.03.2.03.0 | Peningkatan Kapasitas Jumlah sumber Daya 41 41 41 3 7,32 41 0 0
002 Sumber Daya Lembaga Manusia Lembaga Penyedia
Penyedia Layanan Layanan Penanganan bagi
Penanganan bagi Perempuan Korban
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota Mendapat Peningkatan
Kapasitas
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2.08.05.2.01.

Pengumpulan,
Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender
dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase data gender
dan anak yang terpilah

30

30

30

30

100
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30

0

0

2.08.05.2.01.0
002

2.08.06.2.01.

Penyajian dan
Pemanfaatan Data Gender
dan Anak dalam
Kelembagaan Data di
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan
Dunia Usaha
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Penyajian
dan Pemanfaatan Data
Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data di
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Persentase Lembaga
Pemerintah,
Nonpemerintah, dan
Dunia Usaha yang telah
berperan serta dalam
Pelembagaan PHA

70

70

70

70

100

100

70

2.08.06.2.01.0
001

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan
Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Organisasi
Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha yang
Mendapat Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan
Hak Anak pada Organisasi
Pemerintah, Non

27

27

10

10

100

10
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Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha
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2.08.06.2.01.0 | Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Dokumen Hasil 35 35 2 2 100 2 0 0
002 Pelembagaan Pemenuhan | Koordinasi dan Sinkronisasi

Hak Anak Kewenangan Pelembagaan Pemenuhan

Kabupaten/Kota Hak Anak Kewenangan

Kabupaten/Kota

2.08.06.2.02 | Penguatan dan Persentase Lembaga 80 80 80 80 100 80 44,44 55,55

Pengembangan Penyedia Layanan

Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas

Layanan Peningkatan Hidup Anak yang

Kualitas Hidup Anak difasilitasi

Kewenangan

Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02.0 | Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Dokumen Hasil 29 29 29 29 100 29 0 0
002 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi

Pendampingan Peningkatan | Pelaksanaan Peningkatan

Kualitas Hidup Anak Kualitas Hidup Anak

Tingkat Daerah Kewenangan

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02.0 | Pengembangan Jumlah Dokumen 3 3 3 3 100 3 1 33,33
003 Komunikasi, Informasi dan | Komunikasi Informasi dan

Edukasi Pemenuhan Hak
Anak bagi Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Edukasi (KIE) Pemenuhan
Hak Anak bagi Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
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2.08.06.2.02.0
004

Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil
Penguatan Jejaring Antar
Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota

34

34

100
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1

1

100

2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan | Persentase Anak 100 100 100 100 100 100 (1} (1}
Terhadap Anak yang Korban Kekerasan dan
Melibatkan para Pihak pekerja anak yang
Lingkup Daerah memeriukan
Kabupaten/Kota perlindungan khusus
2.08.07.2.01.0 | Advokasi dan Jumlah SDM yang N/A N/A 20 35 175 20 0 0
004 pendampingan Perangkat memperoleh advokasi dan
Daerah dalam pelaksanaan | Pendampingan dalam
kebijakan /program/ pelaksanaan kebijakan
kegiatan pencegahan KTA | /program/ kegiatan
pencegahan KTA
2.08.07.2.02. | Penyediaan Layanan Persentase Anak 100 100 100 100 100 100 (1} (1}
bagi Anak yang Korban Kekerasan dan
Memerlukan pekerja anak yang
Perlindungan Khusus memerlukan
yang Memerlukan perlindungan khusus
Koordinasi Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02.0 | Koordinasi Pelaksanaan Jumlah AMPK yang 43 43 15 26 173,33 15 5 33,33
006 Layanan AMPK mendapatkan layanan
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2.08.07.2.03. | Penguatan dan Persentase Anak 100 100 100 100 100 0 (1}
Pengembangan Korban Kekerasan dan
Lembaga Penyedia pekerja anak yang
Layanan bagi Anak yang | memerlukan
Memerlukan perlindungan khusus
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.03.0 | Peningkatan kapasitas SDM | Jumlah SDM Penyedia 0 20 70 350 20 0 0
006 lembaga penyedia layanan | Layanan yang terlatih dan

perlindungan dan
penanganan bagi AMPK
tingkat daerah
kabupaten/kota

mendapatkan sertifikat
Perlindungan dan
Penanganan AMPK
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2.13.05.2.01. | Pemberdayaan Persentase Lembaga 20 20 20 20 100 20 25 27,78

Lembaga Kemasyarakat

Kemasyarakatan yang Kelurahan yang

Bergerak di Bidang Berpartisipasi Dalam

Pemberdayaan Desa Upaya Pemberdayaan

dan Lembaga Adat Masyarakat

Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota serta

Pemberdayaan

Masyarakat Hukum

Adat yang Masyarakat

Pelakunya Hukum Adat

yang Sama dalam

Daerah Kabupaten/Kota
2.13.05.2.01.0 | Fasilitasi Penataan, Jumlah Dokumen Hasil 0 0 1 1 100 1 0 0
002 Pemberdayaan dan Penataan, Pemberdayaan

Pendayagunaan dan Pendayagunaan

Kelembagaan Lembaga Kelembagaan Lembaga

Kemasyarakatan Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan (RT, RW, Desa/Kelurahan (RT, RW,

PKK, Posyandu, LPM, dan PKK, Posyandu, LPM, dan

Karang Taruna), Lembaga | Karang Taruna), Lembaga

Adat Desa/Kelurahan dan Adat Desa/Kelurahan dan

Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat
2.13.05.2.01.0 | Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga 0 0 4 4 100 2 0 0
003 Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan

Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
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yang Ditingkatkan
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Kapasitasnya
2.13.05.2.01.0 | Fasilitasi Bulan Bhakti Jumlah Laporan Hasil 100 100
007 Gotong Royong Masyarakat | Fasilitasi Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarakat
2.13.05.2.01.0 | Fasilitasi Tim Penggerak Jumlah Dokumen Hasil 100 0
009 PKK dalam Fasilitasi Tim Penggerak

Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat
dan Kesejahteraan
Keluarga

PKK dalam
Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat
dan Kesejahteraan
Keluarga
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ruang lingkup strategis Pembangunan Kes